
c. bahwa berdasarkan pertimbangan eebagairnana 
dimaksud dalam huruf a den huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegie.tan Padat Katya; 

l . .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun l 945i 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent:ang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lmgkungan Propinei Ja.wa Tenph; · 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244~ Tamhahan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58t Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas 
keeempatan kerja serta untuk rnenanggulangi 
kemiskinan dan penganggu:ran, Pemerintah Oaerah 
da]em pelaksan.aan pembangunan di Daerah perlu 
melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dengan 
meng,adakan kegiatan pada t karya; 

b, bahwa untuk mendukung agar pelaksanaan kegiatan 
padat karya sebagaimana dimaksud pad.a huruf a 
dapa.t tepat tujuan dan saseran, perlu menyusun 
pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupad; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO~ 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEOJATAN PADAT KARY A 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 12 TABUK 2016 

BUPATI PURWOREJO 
PROVlll'81 JAWA TDGAH 

!SALINANI 

r: 

 



Dal.am Peraturan Bupe.ti tni, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworrjo. 
2. Pemerlntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelcnggara Pemcrintahan Daeran yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupatl adalah Bupati Purworejo. 
4. Dinas Sosia.l, Tenaga Kerja dan 1'ransm1grasi, yang selanjutnya 

disebut Dina.s, adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Purworejo. 

5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang 
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo. 

6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 
yang mcmpunyai tugas pokok dan rungs( serta tanggung Jawab 
dalaJn kegiatan teknls 11Csuiu dengan bidanpya. 

7. Padat Karya adalah suatu kegiatan yang mcngutamak.an dan/atau 
memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak 
untuk bekerja dalarn suatu kegtatan pembangunan atau keglatan 
usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah a.tau masyarakat yang 
dapat memberikan penghasilan bailc sementara ataupun tetap. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Kabupaten Purworcjo yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintab Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

9. Pekerja adalah para pekerja yang direkrut dari tcnaga kerja 
penganggur dan setengah penganggur yang aedang menganggur 
dan membutuhkan lapangan kerja serta pencari naJ'kah utama 
dalarn keluarga. 

lO. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan Pekerja yang 
dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan 
Padat Karya. 

Pasa.J 1 

Bagian Kesa.tu 
Pengertian 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA. 

MEMUTUSKAN: 

, 
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Mak8ud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. memberikan pedoman dan ecuan bagi Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam metaksanakan kegiat.an Pa.dat Karya yang 
dibiayai dari APBD; dan 

b. menjamin agar kegiatan Padat Karya dapat berjalan dengan baik, 
lebih berdaya guna dan berhaaU guna aesuai dengan tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

11. Penpnggur adalab orang yang tidalc bekerja eama eekali, aedang 
mencari kerja, bekerja kurang dari 2 (dua) hari selama aemi:nggu, 
at.au aeaeorang yang sedang berusaha m.endapatkan pelrerjaan yang 
layak. 

12. Setengah Penganggur adalah teoaga. k.erja yang ddak bekerja secara 
optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan sehingga bckerja 
kurang dari 28 (dua puluh delapan) jam selama eeminggu. 

13. Kepa.la Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di K.abupaten 
Purworejo. 

14. Pemohon adftlah Kepala Desa/Lurah yang mengajukan perrnohonan 
pelaksanaan kegiatan Padat Karya, 

15. Petugas Lapangan adalah pelakaana/staf pa.da Dinas yang 
menangani ketenagakerjaan yang memiliki 
pegetahuan/pengalaman mengelola kegiatan padat karya, 
diutamakan telah mengikuti pelatihan/bimbingan Petugas 
Lapangan Padat Ka.rya dan ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Pejabftt 
yang berwenang untuk melakukan pengarahan, pengawasan dan 
pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pekerjaan Padat Karya pada lokasi kegiatan. 

16. Juru Bayar adalah petugas pada Dinas yang ditunjuk oleh 
penanggung jawab kegiatan untuk melakukan pembayaran upah 
perangsang kerja eecara langsung kepada warga masyarakat yang 
bekerja pada kegiatan Padat Karya. 

17. Upah perangaang kerja, yang selanjutnya diaebut upah, adalah 
aejumlah uang yang dibcrilcan kepada Pekerja sebagai imbalan jaaa 
tenaganya dalam pelakaanan kegiatan Padat Karya, 

18. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan Pekerja yang 
dibentuk oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala 
Desa/Lurah dalern rangke pelaksanaan lcegiatan Padat Karya. 

19. Tukang adalah Pekerja yang memiliki kemampuan dan 
keterampilan teknis tertentu delarn suatu pekerjaan tangan denga.n 
alat atau bahan tertentu, 
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Prinsip kegtatan Padat Karya, adalah: 
a. perencanaan dieusun berdasarkan pad.a aspek tenaga kerja yaitu 

Penganggur dan Setengah Penganggur, aspek teknis dan aspek 
80llial ekonomi; 

b. pelaksan.aan kegiatan menggunakao tenaga kerja Penganggur dan 
Setengah Pcnganggur yang relatif banyak di lokasi kegiatan; 

c. kegiatan Padat Ka.rya pada dasamya adalah dari, oleh dan untuk 
masya.rakat, dan Pemerintah Daerah hanya memfasilitasl 
kebutuhan masyarakat; 

d. tida.k ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat atas tanah, pohon 
atau tanamannya yang terkena lokasi kegiatan Padat Karya, dan 
apabila lokasi kegiatan milik perorangan, maka harus melalui 
kesepakatan bemama; 

e. perencanaan dan pengawasan kegiatan Padat Karta dilakukan 
melalui kerja sama denga.n lnstansi Telcnis terk.ait seauai jenis 
keg;latannya; 

f. pelaksanaan pekerjaan lisik tidak boleh dilaksanakan oleh pihak 
ketiga penyedia pekerjaan konstruksi; dan 

g. penggunaan alat/mesin berat eederhana dimungkinkan untuk 
pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh tenaga manuaia dan 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. 

Pasal 5 

PRINSIP, JENIS DAN KRITERJA KEGlATAN PADAT KARY A 

BAB II 

Sa.saran kegiatan Padat Ka.rya aclalah tenaga kerja Penganggur dan 
Setengah Penganggur. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Sa.saran 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Buplltl ini adalah: 
a. menciptakan dan memperluas kesernpatan kerje bagi tenaga kerja 

penganggur dan setengah penganggur; dan 
b. menumbuhkembangk.an perekonomian dan meningkatkan 

kesejahterea.n ma.syarakat. 

Pasa.13 
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(2) Kriteria pelaksanean kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a adalah: 
a. dilakaanakan secara kelompok sejumlah 20 orang; 
b. sarana usaha dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja, dan kepada Pekerja diberikan upah 
yang beaamya disesuaikan dengan dana yang tersedia; 

c. seleks.i tenaga kerja yang akan menja.di anggota kelompok 
diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, 
Penganggur dan Setengah Penganggur serta masyarakat 
miskin; dan 

d. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh 
bukan angkatan kerja sebagai pekerja Padat Karya. 

(3) Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
hurufb adalah: 
a. la.ki-laki dan perempuan dewasa yang mampu melaksanakan 

pekerjaan; 
b. pencari naJkah utama dalam keluarga dan dihindarkan dari 

pengerahan tenaga kerja d:ibewah uaia kerja; 
c. tenaga kerja yang kehilan.Pn pekerjaannya atau terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan 
d. kelompok penganggur akibat dampak bencana alam seperti 

kekeringan, gunung rneletus, banjir, gempa bumi dan 
sebagai.nya. 

(4) Kriteria lokael &ebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c adalah: 
a.. Desa/Kelurahan yang terdapat banyak masyarakat miskin; 
b. Dcas./Kelurahan yang terdapat banyak tenaga kerja Penganggur 

dan Setengah Penganggur; dan/atau 
c. Desa/.Kelurahan yang rawan terjadi bencana alam dan/atau 

rawan soeial. 

(I) Kriteria kegiatan Padat Kaiya meliputi: 
a. kriteria pelakeanaan kegiatan; 
b. kriteria kelompok sasaran; dan 
c, !criteria lokasi. 

Pasal 7 

Jen.is keglatan Padat Karya a.dalah kegja.tan pembangunan, antara 
lain: 
a. jalan lingkungan, bukan jalur angkutan, jalan pertanian, dan 

jernbatan lingkungan; 
b. saJ u ran irtgaai tenner; 
c. bangket kcnstruksi sederhane; dan 
d. kegiatan pembangunan lain dalam rangka menumbuhkembangkan 

perekonomian, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, yang mendapat persetujuan dari Instanei Teknis. 

Pasal6 

" 
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(3) Terhadap pengembalian permohonan kegiatan Padat Karya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus 
menyampaikan kembali pennohonan yang telah dibetulkan dan/ 
atau dilengkapi kepada Dinasdalam waktu paling lama 7 [Tujuh] 
hari lrerja eejak tanggal pengembalian permohonan. 

(21 Apabila. berdasarkan verifikaei sebagaimana dimaksud pada 
ayat (IJ, pcnnohonan kegiatan Padat Karya belum benar dan/atau 
belum lengkap, Dinas mengembalikan proposal kegiatan kepada 
Pemohon dalam waktu 7 {tujuh) hari kerja sejak tanggal 
pelaksanaan verifi.kasi untuk dibenarkan dan/ atau dilengkapi. 

( I J Terhadap pe, mohonan kegiatan Padat Ka.rya yang diterima 
selanjutnya dilalrukan verifikasi oteh Dinas. 

Pasal 9 

(5) Proposal kegiatan Padat Karya aebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
rueampaikan eebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapaten dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara. 

(4) Proposal kegjatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21, paling sedikit mernuat: 
a. latar belakang; 
b. makaud dan tujuan; 
c. rencana pelaksane.an dengan melampirkan rencana anggaran 

dan biaya: 
d. daftar nama calon pekerja; 
e. gambar desain: dan 
f. dokumen lain yang mendukung. 

(3) Pengajuan proposal kegiatan Padat Katya se~a dimaksud 
pada 1cyat (2) harus berpedoman pada sistem perencanaan 
pembangunan 11eaua.i dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

( l) Untuk dapat melakaanakan kegiatan Padat Karya yang diblayai dari 
APBD, Kepala Deaa/l,urah harue mengajukan permohonan 
kegiatan Padat Karya kepada Pem.erintah Daerah. 

(21 Pennohonan kegjatan Padat Karya sebagalmana dimaksud pada 
ayat (l) diajul<'an secara teriulla diajukan kepada Bupati c.q. Kepala 
Dina.a dan diketahui oleh Carnat sena dllampiri proposal keglatan. 

Pasal 8 

PENGANGGARAN KEGIATAN PADAT KARYA 

BABUI 
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(4) Penganggaran kegiatan Parlat Karya dilaksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan keuangan Oaerah. 

(3) Pelaksanaan anggaran kegialBn Padat Kal)'a dllakuka.n 
berdasarkan atae Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. 

(I) Rekomendasi dari Kepala Dinas dan pertimbangan dari Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah eebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran kegiatan 
Pa.dat Karya daJpm rancangan Kebijakan Umum APBD (KUAJ dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara (PPAS). 

(2) Alokui anggaran kegiatan Padat Karya dicantumkan da.la.m 
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sebagai daear penganggaran 
kegiatan daJam APBD. 

Pasal 10 

(81 Apabila berda.sa:rkan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pennohonan kegiatan 
Padat Karya yang diajukan tidak dapat disetujui, maka Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah mengembalikan pennohonan beserta 
kelengkapannya kepada Dinas untuk dikembe.likan kepa.da 
Pemohon dengan diaertai alaaan penolakannya. 

(6) Rekomendui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beriai 
keterangan mengenai veriftkasi terhadap berkas pennohonan 
kegi.atan Padat Karya dengan diaertai kesimpulan tentang 
persetujuan atau penolakan perroohonan kegiatan berikut besaran 
biaya pelaksanaan kegiatan Padat Karya yang direkomendasik:an. 

(7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan 
terhadap rekomendasi yang dieampaikan oleh Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan Daerah. 

(5) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
proposal kegiatan tel.ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
maka hasil verifika.si pennohonan kegiatan Padat Karya 
disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk rekomendasi. 

(4) Apabila eetelah pennohone.n dikembalikan, Pemohon tidal< dapat 
membetulkan den/ at.au melengkapi peonohonan kegiatan Padar 
Karya dalam batas waktu yang dftentukan, maka Dinas 
menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon. 
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Pasal 13 

Pelaksanaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2Jhuruf b 
dUakukan dengan tahapan sebagai berilrut: 
a. tahap persiapan, meliputi: 

1. penunjukan personil pelaksana kegiatan; 
2. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan; 
3. penyediaan bahan dan alat; 
4. penggandaan fonnulir dan barang cetakan; 
5. penyuluhan; dan 
6. pemasangan papen nama kegiatan. 

Paragraf l 
Tahapan Pelaksanaan 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal 12 

( ll Perencanaan sebagaimana dimaksud da1ain Pasa.l 11 ayat (2) huruf 
a dilakukan melalui pendekatan bottom up planrung, yaitu kegiatan 
atau usaha yang akan dilakukan dan dikembangkan harus benar­ 
bcnar merupakan kebutuhan ma.syarakat, dan masyarakar sendiri 
yang akan mengelolanya. 

(2) Dmas memberikan fuilitaJli, birnbingan/petunjuk dan arahan 
telmis melalui bimbingan teknis dalam perencanaan pelaksanaan 
kegiatan Padat Karya. 

fl) Desa/ Kelurahan lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati bcrdasarkan pada Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Pemturan Bupatl tentang Penjabaran 
APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas. 

(2) Pelaksanan kegiatan Padat Karya sebagalmana dimaksud pada 
a,yat (1) dUQJcukan melalui tahapan: 
a. perencanaan: 
b. pelaksanaan; dan 
c. pengendali.an dan pengawasan. 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

?asal 11 

Bagain Kesatu 
Um um 

BAB JV 

PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARY A 

I 

 



(I) Pencatatan peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf b angka I dilakukan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan 
pelaksana kegiatan Padat Karya, 

(21 Pembentukan Kelompok Kerja sebap.imana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf b angka 2 dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan 
usulan de.ri Kepala Desa/ Lurah. 

Paragraf 3 
Tahap Pelaksanaan Fisik 

Pasal 15 

(6) Pemasangan papan nama keglatan dilakukan oleh Kepala Pesa/ 
Lurah pelakaana kegiatan Padat Karya. 

(5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a 
angka 4 dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan lnstansi 
Teknia terkait dengan dihadiri oleh Calon Pekerja, tokoh 
masyarakat, perangkat Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Carnet. 

(2) Rencana pelaksanaan kegiatan Padat Karya sebagairnana 
dimakaud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 diausun oleh Kepala 
Desa/ Lurah berdasarkan proposal kegiatan yang telah dlsetujui. 

(3} Penyediaan bahan serta penggandaan ronnulir dan barang cetakan 
sebagaimana dima.ksud dalam Paaal 13 huruf a angka 3 dan 4 
dilaksanakan oleh Dina& dengan berpedoman pada ketentuan 
pengadaan barang/ jasa pemerintah. 

(4) Penyediaan alat sebagairnana dimaksud dalam Paaal 13 huruf a 
angka 3 dilaksanakan eecara swadaya oleh Pemerintah 
Desa/Kelurahan dengan dibantu Pekerja dan untuk alat tertentu 
yang tidak dapat diaediakan secars swadaya dapa.t dilakukan 
dengan cara aewa. 

( l I Penunjukan pereonil pelaksana kegiatan Padat .Karya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka I dilakukan oleh Kepala 
Desa/ Lurah berdasarkan usulan dari Lembaga Pemberdayaan 
Maayarakat Desa./ Kelurahan. 

Pasal 14 

Paragraf 2 
Tahap Persi.apan 

b. tahap pelakeanaan fisik, meliputi: 
1. pencatatan peserta kegjatan; 
2. pembentukan kelompok kerja; 
3. pembeke.lan; 
4. pengerje.an; dan 
5. pembayaran upah. 
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(4) Terhadap ketertambataa penyetesaian kegiatan Padat Karya 
sebagairnana dirnaksud pada ayat 13) dikenakan sanksi berupa 
penggantian kerugian dan/atau penghentian kegiatan Padat 
Karya. 

13) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan selatn 
kejadian tak terduga sebagaimana dlmaksud pada ayat 12), 
menjadi tanggung jawab KcpaJa Dcsa/ Lure.h pelaksana kegiatan 
Padat Karya, 

(2) Kejaclian tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain: banjlr, tanah longsor, gempa bumi, hujan lebat, atau 
kerusuhan massa. 

(lJ DaJarn hal terjadi kejadiall tida.k terduga yang menyeba.bkan 
penyelesaian pelaksanaan fisik kegiatan Padat Karya tlda.k sesuaJ 
dengan rencana pelaksanaan kcglatan, KepaJa Desa/ Lurah wajlb 
mclaporkan kcterlambatan penyelesaian kcgiatan Padat Karya 
kcpada Kepala Dlnas. 

Pasa.l 16 

(81 Daftar Pekerja scbagaimana dimaksud pada ayat (SI dibuat oleh 
Kelompok Kerja dan setujui oleh Petugas Lapangan, 

(7) Permohonan pcncairan upah dilaksana.kan sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan yang mengatur pengelolaan 
keuangan daerah. 

(6) Pembayaran upah dilakukan sccara tunai oleh Juru Bayar kepada 
Pekerja pada hari yang dltentukan dengan didamplngJ oleh 
Petugas Lapangan. 

(51 Pembayaran upah dilakukan secara mingguan oleh Juru Bayar 
berda.sarkan daftar Pekerja yang disetuju i oleh J>ejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

(4) Pengerjaan kegiatan Padat Ka.rya dlle.ksanak.an oleh Kelompok 
Kerja. 

(3) Pembekalan pelaksanaan kegiatan Padat Karya sebagalrnana 
dlmaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 dflakukan oleh Dinas 
dengan melibatkan Instanst Teknis Terkait. 

, 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) disampaikan kepada 
Kepala Dinas. 

( 1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan 
Padat Karya, Petugas Lapangan membuat laporan pelaksanaan 
kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang 
d.ihadapi di Iapangan, 

Pasal 19 

PELAPORAN 

BABV 

(21 Pembentukan, tugas den susunan keanggotaan Tim Pclaksana 
Kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(11 Dalam rangka mendukung pelaksanaen kegiatan Padat Karya 
dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Padat Karya dengan 
melibatkan unsur lnstansl Teknis dan Perangkat Daerah terkan, 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Tim Pclaksana Kegjatan Padat J<arya 

(2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap petaksanaan kegiatan 
Padat Karya meliputi: 
a. alat, material, dan upah, dilaksanakan oleh Dinaa; 
b. desain, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Purworejo atau lnstansi Teknis; dan 
c. pengerjaan. dilaksanakan Pemerintah De:sa/Kelurahan dengan 

dibantu Petugas Lapangan. 

(II Pengendalian dan Pengawasan seba.gaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf c dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat 
maupun Instansi Teknis yang berkepentlngan terhadap 
pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersanglrutan. 

Pasal 17 

Bagian Keliga 
Pcngendallan dan Pengawasan 

, 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

K.ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

BAB Vlll 

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Padat 
Karya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenal pengelolaan keuangan daerah, 

Passi 21 

BAB VU 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNOJAWABAN 

(I) Untuk mengetahui kemanfaatan kegiatan Padat Karya bagi 
pcnerima manfa.at, Dinas mclakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Katya. 

(2) Hasll monitoring dan cvaluasi sebagalmana dimaksud pada 
aye.t ( l) dtsampaikan oleh Dinas kepada Bupati dan tembusannya 
dituJukan kepada: 
a. Inspektorat Kabupaten Purworcjo; dan 
b. baglan di lingkungan Sekretarlat Daerah Kabupaten Purworejo 

yang membidangi administrasi pembangunan. 

MONITORING DAN EVAi.,UASI 

Pasal 20 

BAB VJ 

(4) KepaJa Desa/ Lurah wajib menyampaikan laporan kegiatan Padat 
Katya yang telah selesai dilaksanakan kepada Bupati melalu! 
Kepala Dinas. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 meliputl Iaporan 
mingguan, bulanan dan laporan akhir/peripuma. 
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BERITA DAERAH KABUPA'l'EN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI E NOMOR 10 

TRI HANDOYO 

Ttd. 

Diundangkan di Purworeio 
pada tangga.l 31 ~ 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

AGUS BASTIAN 

Ttd. 

Ditetapkan di Purworeio 
pada ta.ngga.131 Mai.t 2016 

BUPAT! PURWOREJO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupa.ten Purworejo. 

 


